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PEMERINTAH DAERAH KOTA KTOAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

bahwa Kota Kotamobagu sebagai daerah otonom baru yang telah diresmikan
pada tanggal 23 Mei 2007 perlu mengatur dan menetapkan retribusi guna

menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penyelenggaraan Otonomi Daerah

yang semakin luas melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan untuk
menunjang  penyelenggaraan  Pemerintahan,  Pembangunan  dan
Kemasyarakatan, maka perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Retribusi Parkir ditepi jalan umum; ’

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3186);

i Un.dbang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480),

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonessia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang—undangdn (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4389); {
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10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45’48");

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4680);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan Kepada
Daerah Tingkat I dan Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman

Pengelolaan Perparkiran di Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan

Umum Mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 Tentang
fasilitas Pendukung Kegiatan Lalulintas dan Angkutan Jalan:

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Parkir untuk umum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; +
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17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

Daerah adalah Kota Kotamobagu;

Pemerintah Daerah 'a&alah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;

Lembaga Perwakilan R%akyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Pejabat adalah Pegawéi yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ’

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya,
lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;,

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor bersifat sementara,

Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh
Walikota sebagai tempat Parkir kendaraan / kendaraan bermotor;

Kendaraan bermotor a’{d’é}ah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada

kendaraan itu termasuk pada kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan
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10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan képentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau
badan; |

11. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran
atas pelayanan penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

12. Wajib retribusi adahhi. orang pribadi atan badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

13. Masa Retribusi ada‘laﬁ suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaa’skan tempat parkir ditepi jalan umum;

14. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi sebagai dasar perhitungan
dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

15. Surat Ketetapan Retribﬁsi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan
yang menentukan besafny& jumlah retribusi yang terutang;

16. Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah
ditetapkan; |

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar dafi‘ pada retribust yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retl‘ifbusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga;

19. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, dokumen lainnya
yang dipersamakan, SKRBKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan
keterangan lainnya d’al?f;am rangké pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah,
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah;

21. Penyidikan Tindak Pidhna di Bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah serta

menemukan tersangkanya,

BABII |
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribust di tepi jalan umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
tempat parkir di tepi jalan umum yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah;
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Pasal 3
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat Parkir di tepi jalan umum:
(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Parkir ditepi jalan umum.

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir ditepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan tempat Parkir..

BABYV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
(1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi berdasarkan pada
tujuan mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar
lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayana, kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.
(2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan
rambbu-rambu, b.iay;a operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam

rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
BESARNYA TARIF
Pasal 8§
(1). Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat Parkir yang disediakan dan jenis kendaraan
bermotor; |
(2). Setiap penggunaan jasa pelayanan parkit ditepi jalan umum dipungut retribusi Parkir yang
besarnya sebagaimatfa berikut:
a. Bendi, Gerobak dan sejenisnya Rp. 200/ sekali Parkir
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